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ABSTRAK

Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui pertimbangan Hakim di
Pengadilan Agama Klaten dalam memutus perkara putusnya perkawinan karena
istri murtad. Dalam permohonannya Pemohon memohon untuk menjatuhkan talak
satu raj i kepada Termohon, namun dalam prosesnya Majelis Hakim menjatuhkan
putusan fasakh. Pertanyaan utama yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah
(1) apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara putusnya
perkawinan karena istri murtad? (2) bagaimana akibat hukum putusnya perkawinan
karena istri murtad?

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan
memakai pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan
studi pustaka dan dokumentasi dengan mengumpulkan bahan hukum primer, dan
sekunder. Teknik analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Pertama, pertimbangan hakim
dalam memutus perkara putusnya perkawinan karena istri murtad yaitu keluarga
Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sejak Termohon murtad dan tidak
mau kembali ke agama Islam menyebabkan perselisihan dan pertengkaran
Pemohon dan Termohon tidak dapat didamaikan dan telah berlangsung secara
terus-menerus. Kemudian dasar hukum hakim dalam memutus perkara ini menjadi
fasakh ialah Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, Kitab Fighus sunnah juz
IT halaman 389, dan Kitab Al Igna’ juz II halaman 158. Kedua, akibat hukum yang
ditimbulkan dari putusan fasakh yaitu membatalkan akad nikah secara mutlak. Hal
ini menandakan bahwa hubungan antara keduanya putus secara hukum dan tidak
ada lagi ikatan atau hubungan khusus. Apabila sampai pada masa iddah, istri belum
taubat, maka tidak boleh rujuk atau menikah akad baru. Akibat lain dari fasakh
yaitu: istri tidak mendapat nafkah, kedudukan anak tetap sebagai anak sah,
kewajiban mengasuh anak, harta bersama dibagi secara adil.

Kata kunci: Perkawinan, Murtad, Putusnya perkawinan, Fasakh



ABSTRACT

This research aims to find the consideration of the Judge at the Klaten
Religious Court in deciding cases of divorcing due to an apostate wife. In the
petition, the Petitioner had been given one talak raj'i on the Respondent, but in the
process the Judges has been deciding a fasakh. The main questions that will be
answered through this research are (1) what are the judge’s considerations in
deciding the case of a divorcing due to an apostate wife? (2) how is the consequence
of divorce due to an apostate wife?

This type of research is a library research. This research was conducted
using a normative juridical approach. Data collection techniques using literature
and documentation by collecting primary and secondary legal materials. Qualitative
data analysis techniques.

The results of the study conclude that: First, the judge's consideration on
deciding the case of divorce due to an apostate wife, namely the families of the
Petitioner and the Respondent were not harmonious because of since the
Respondent had apostatized and did not want to return to Islam, the Petitioner and
the Respondent's disputes and quarrels were irreconcilable and had intens. Then,
the legal basis for the judge in deciding this case becomes a fasakh is Article 116
letter (h) Compilation of Islamic Law, Book of Fighus sunnah juz 11 page 389, and
Kitab Al Igna’ juz Il page 158. Second, the legal consequences arising from the
fasakh decision are canceling the marriage contract. This indicates that the
relationship between them is legally broken and there is no longer any special bond
or relationship. If it comes to the iddah period, the wife has not repented, then it is
not allowed to reconcile or marry a new contract. Other consequences of fasakh are:
the wife does not receive a living, the position of the child remains as a legitimate
child, the obligation to care for children, shared assets are divided fairly

Keywords: Marriage, Apostasy, Divorce, FFasakh
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MOTTO

Yang penting bukan apakah kita menang atau kalah, Tuhan tidak mewajibkan
manusia untuk menang sehingga kalah pun bukan dosa, yang penting adalah

apakah seseorang berjuang atau tak berjuang

(EMHA AINUN NADJIB)

Kalau kamu curhat penderitaan hidupmu, maka kamu akan lega sedikit secara
psikologis. Sesakmu akan berkurang, walau sesaat. Namun kalau kamu rela atas
semua yang terjadi, maka hatimu akan seluas samudera, yang tak akan mudah

terkotori sampah!

(ALI ANTONI)
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (selanjutnya disebut
UU Perkawinan) yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, adalah merupakan rumusan arti
dan tujuan perkawinan.

Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan
perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.!

Berdasarkan Pancasila sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha
Esa yang:disebutkan dalam: penjelasan Pasal> 1 UU Perkawinan, maka
perkawinan berkaitan dengan agama dan Negara Indonesia menjamin
kebebasan‘beragama dan beribadah setiap warga negaranya.

Dengan adanya kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang
tercermin dalam agama yang dianutnya, akan memberikan tuntutan ataupun
bimbingan kepada orang yang memeluknya. Agama akan menuntun ke hal-

hal baik, sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa makin kuat

14.

1 K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1978), him.



seseorang menganut agamanya, maka orang tersebut akan mempunyai sikap
yang mengarah ke hal-hal baik. Demikian pula kalau hal ini dikaitkan
dengan perkawinan, maka agama yang dianut oleh masing-masing pasangan
akan memberikan tuntunan atau bimbingan bagaimana bertindak secara
baik.?

Namun terkadang agama bisa juga menjadi sumber masalah dalam
perkawinan. Pada kenyataannya dapat dijumpai di kehidupan masyarakat
indonesia yaitu apabila pasangan yang hendak menikah menganut agama
yang berbeda kemudian salah satu pihak menganut agama Islam mengikuti
pihak lainnya yang beragama Islam sehingga keduanya melakukan
perkawinan beragama islam kemudian pihak yang telah masuk agama Islam
telah keluar dari agama islam (murtad) setelah perkawinan telah
berlangsung lama. Maka hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan
dalam perkawinan mereka.®

Seperti halnya perkawinan yang terjadi di RT.011 RW.004, Desa
Jambakan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten antara Sutadi bin Toto
Sarwono Sarno dengan Eliawati binti Warjo. Sutadi dan-Eliawati adalah
pasangan suami-istri sah yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayat,

2 Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling Perkawinan, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan
Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 1984), him. 53.

3 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti,
2000), him. 109.



Kabupaten Klaten, pada hari Minggu, tanggal 25 Oktober 2009
sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 18XX.

Pada awalnya perkawinan antara Sutadi dan Eliawati didasari atas
suka sama suka serta tidak ada paksaan dari pihak manapun, keduanya
menikah sah secara Islam. Namun sebelum pernikahan antara Sutadi dan
Eliawati berlangsung, terdapat perbedaan agama diantara mereka. Eliawati
sebelum menikah beragama Kristen, sedangkan Sutadi beragama Islam.
Kemudian Eliawati dengan kesediannya memeluk agama Islam dengan
mengucap syahadat sebagai tanda keislamannya.

Dalam perkawinannya, mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
yang bernama Nantonieus Sutomo yang lahir pada tanggal 10 April 2010
dan Daniel Sukrishna, yang lahir pada tanggal 25 Pebruari 2013.

Rumah tangga Sutadi dan Eliawati di awal pernikahannya
mengalami fase bahagia seperti rumah tangga pada umumnya. Namun tidak
lama berselang, ternyata Eliawati justru kembali memeluk agama Kristen
dengan beribadat di gereja tanpa sepengetahuan. suaminya. Pertama Kkali
Sutadi tahu jika istrinya kembali beribadat di gereja adalah-diberi tahu oleh
keluarganya. Perbuatan istrinya tersebut. menimbulkan kekecewaan
baginya. Namun ia masih mencoba agar istrinya kembali memeluk agama
Islam dengan berulang kali menasehati agar tetap konsekuen dengan pilihan
istrinya memeluk agama Islam, namun istrinya tidak mengindahkan
nasehatnya dan justru mengajak anak-anak mereka untuk beribadat dengan

tata cara agama Kristen.



Sejak sebelum mereka menikah, Eliawati telah mengetahui
pekerjaan Sutadi yang bekerja dibiro tour and travel yang berkantor pusat
di Jogjakarta yang melayani perjalanan wisata. Risiko dari pekerjaan
tersebut adalah Sutadi tidak selalu berada di rumah dikarenakan menemani
tamu wisata. Saat itu pekerjaan Sutadi sedang ramai, maka ia tidak bisa
selalu pulang ke rumah untuk membimbing istri dan anak-anaknya sesuai
dengan tuntunan agama Islam. Namun segala daya dan upaya tersebut tidak
lain hanya untuk kepentingan keluarganya.

Selama pernikahannya, Sutadi telah menafkahi dengan mencukupi
segala kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya sebagai perwujudan
tanggung jawabnya sebagal suami atau ayah bagi anak-anaknya. Namun
istrinya sering kali merasa kurang dengan nafkah yang diberikan olehnya.

Permasalahan antara perbedaan agama dan perekonomian telah
menyebabkan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus diantara
mereka, maka dengan kemantaban hati dan kebulatan tekad, Sutadi
mengambil sikap untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama
Klaten untuk menjatuhkan talak satu »a; 'i terhadap istrinya. Namun Majelis
Hakim dengan segala pertimbangannya memutus perkara tersebut dengan
fasakh atau pembatalan perkawinan.

Berdasarkan peristiwa tersebut, maka menarik untuk mengkaji
putusan perkara Nomor 0679/Pdt.G/2020/PA.KIt di Pengadilan Agama

Klaten.



B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus
perkara di Pengadilan Agama Klaten Nomor 0679/Pdt.G/2020/PA.KIt ?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan perkara di

Pengadilan Agama Klaten Nomor 0679/Pdt.G/2020/PA Kt ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

a. Untuk mendeskripsikan mengenai perkawinan, kemurtadan dan
putusnya perkawinan.

b. Untuk mengkaji pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus
perkara di Pengadilan Agama Klaten Nomor 0679/Pdt.G/2020/
PA.KIt.

c. Untuk menganalisis putusan perkara di Pengadilan Agama Klaten
Nomor 0679/Pdt.G/2020/PA Kit.

2. Kegunaan
Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis dan praktis sebagai
berikut :

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dan
sumbangan pemikiran untuk para akademisi dan praktisi yang

berkaitan dengan ilmu hukum pada umumnya dan wawasan yang



konkret bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan objek yang diteliti
khususnya berkaitan dengan putusnya perkawinan karena istri
murtad.
b. Manfaat praktis
1) Bagi penulis
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk
menambah pengetahuan serta pemahaman mengenai
putusnya perkawinan karena salah satu pihak murtad.
Sehingga mampu meningkatkan penulis dalam bidang
hukum keperdataan dan bidang hukum lainnya yang
berkaitan.
2) Bagi pengadilan
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi
pedoman dan memberikan informasi serta dapat digunakan
bagi pihak — pihak atau instansi — instansi yang
berkepentingan dalam . memahami khususnya dalam hal

putusnya perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang
ada sebelumnya, penyusun mengadakan penelusuran terhadap beberapa
penelitian yang sudah ada sebelumnya yang berkaitan dengan putusnya

perkawinan karena salah satu pihak murtad.



Skripsi yang berjudul “Pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah
Tentang Pengaruh Kemurtadan Suami Atau Isteri Terhadap Akad
Pernikahan” yang ditulis oleh Khoridatul Mudhiiah. Dalam skripsi ini
diterangkan mengenai pengaruh kemurtadan terhadap akad pernikahan
seseorang berdasarkan pandangan ulama terkemuka, Ibnu Qayyim Al-
Jauziyyah. Di sini Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah berpendapat bahwa
murtadnya salah seorang suami atau istri mengakibatkan pernikahannya
dibekukan. Keduanya harus menjaga diri dari persetubuhan sampai yang
murtad masuk Islam kembali, maka tidak perlu bagi mereka mengulang
akad nikahnya. Pernikahan mereka bisa gugur jika salah satunya menikah.*

Skripsi yang berjudul “Putusan Fasakh Atas Cerai Gugat Karena
Suami Murtad (Studi Perkara di Pengadilan Agama Klaten)” yang ditulis
oleh Andra Amalia Sari menjelaskan bahwa pada dasarnya mentalak
seorang istri menjadi hak dari seorang suami tetapi istri juga dapat
mengajukan gugat perceraian kepada seorang suami. Di sini Hakim
memberikan putusan untuk memfasakh perkawinan karena suaminya telah
murtad.’

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Murtad
Sebagai Alasan Perceraian (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama

Wonosari No 1257/PdtG/2011/PAWno)” yang ditulis oleh Muhammad Arif

4 Khoridatul Mudhiiah, Pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Pengaruh
Kemurtadan Suami Atau Isteri Terhadap Akad Pernikahan, Skripsi, (Yogyakarta : Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005).

5> Andra Amalia Sari, Putusan Fasakh Atas Cerai Gugat Karena Suami Murtad (Studi Perkara
di Pengadilan Agama Klaten), Skripsi, (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009).



Ardani. Dari skripsi ini diterangkan mengenai alasan-alasan hakim
Pengadilan Agama Wonosari dalam memutus perkara perceraian karena
salah satu pihak murtad serta kesesuaiannya dengan pandangan Hukum
Islam.®

Skripsi yang berjudul “Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca
Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut
Hukum Positif Dan Hukum Islam” yang ditulis oleh Andi Tenri Sucia. Dari
skripsi ini diterangkan perbandingan hak asuh anak pasca terjadinya
perceraian karena salah satu orang tuanya murtad antara hukum positif dan
hukum Islam.’

Dalam buku yang berjudul Aneka Hukum Perceraian di Indonesia,
Djamil Latif, menjelaskan bahwa di Indonesia putusnya perkawinan ikatan
karena murtadnya seseorang dari suami istri termasuk fasakh dan dilakukan
di depan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama hanya dapat menerima
murtadnya seseorang jika orang itu menyatakan sendiri dengan tegas di
depan.Pengadilan’ Agama/itu bahwa ia-keluar dari-agama Islam.®

Meskipun telah banyak skripsi dan literatur yang membahas tentang
putusnya perkawinan karena salah satu pihak murtad, namun tidak menutup

kemungkinan bagi penyusun untuk menyusun skripsi tentang putusnya

6 Muhammad Arif Ardani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Murtad Sebagai Alasan

Perceraian (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Wonosari No 1257/PdtG/2011/PAWNno), Skripsi,
(Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

7 Andi Tenri Sucia, Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah

Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam, Skripsi, (Makassar :
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

8 Djamil Latif, Aneka Perceraian di Indonesia, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), him. 72.



perkawinan karena salah satu pihak murtad menurut sudut pandang yang
berbeda dan skripsi yang akan disusun juga berbeda dengan skripsi yang

telah ada.

E. Kerangka Teoritik

1. Putusnya perkawinan
Dalam perkara putusnya perkawian istilah yang paling netral
memang ‘“Perceraian”, namun sulit pula digunakan istilah tersebut
sebagai pengganti “Putusnya Perkawinan”, karena perceraian itu adalah
salah satu bentuk dari putusnya perkawinan. Untuk tidak terjebak dalam
istilah tersebut, kita dapat saja menggunakan “Putusnya Perkawinan”.®
Putusnya perkawinan adalah berakhirnya hubungan dan ikatan antara
suami istri.

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tetapi ada sebab-sebab
tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan. Untuk
memutuskan suatu hubungan perkawinan harus-terdapat sebab-sebab
yang memperbolehkannya untuk memutus perkawinan baik menurut
hukum Islam maupun menurut undang-undang. Dilarang memutus

perkawinan tanpa alasan dan tanpa sebab karena perkawinan merupakan

suatu ikatan yang sakral dan suci.

9 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta : Kencana Prenada
Media Group, 2006), him. 189.



Terputusnya suatu perkawinan dijelaskan dalam Pasal 38
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 113 Kompilasi Hukum
Islam yang menyatakan bahwa Perkawinan dapat putus karena
kematian, perceraian dan atau keputusan pengadilan.

Kemudian putusnya perkawinan dalam Islam ada dalam
beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang
berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4
kemungkinan :*°
a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah SWT sendiri melalui

matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan
sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan

b. Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan
dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Putusnya
perkawinan dalam bentuk ini disebut talak.

c. Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena si istri melihat
sesuatu- yang menghendaki ' putusnya perkawinan, sedangkan si
suami tidak berkehendak-untuk itu. ‘Kehendak untuk putusnya
perkawinan_yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini
diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk
memutus perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara ini

disebut khulu’.

10 Muhammad Syaifuddin dkk., Hukum Perceraian, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), him. 17.
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d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga
setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang
menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan.
Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut fasakh.

2. Pembatalan Perkawinan
Pembatalan perkawinan (dalam Hukum Islam disebut fasakh)
secara etimologi berarti merusak. Jika dihubungkan dengan perkawinan
berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. Dalam

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa pembatalan

perkawinan adalah pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan

Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan

Pengadilan Agama atau karena perkawinan yang terlanjur menyalahi

hukum perkawinan.

Sedangkan fasakh dapat disebabkan oleh dua macam yaitu'? :
a. Disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan
syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan.
b. Disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga
yangtidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan.
Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
dikatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak

memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain

11 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan........, him. 242.

12 Ipjd., hlm. 253.
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dapat dikatakan bahwa, jika syarat-syarat untuk melangsungkan
perkawinan sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan tidak
terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya suatu
perkawinan atau perkawinan dapat dikatakan batal dimulai setelah
keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan
berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Hal tersebut dinyatakan
dalam Pasal 28 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan
Pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Dalam praktek di Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah
kita ketahui bahwa pembatalan perkawinan dilakukan terhadap
perkawinan yang cacat hukum atau kurang syarat dan rukunnya,
sebagaimana yang tclah disyari’atkan dalam syari’at Islam, UU
Perkawinan, dan KHI. Pembatalan perkawinan dapat terjadi apabila
berdasarkan atas alasan yang dikemukakan, dan dari alasan tersebut
pembatalan perkawinan tidak dapat disamakan dengan perceraian
karena alasan yang digunakan dalam perceraian tidak sama dengan
alasan pembatalan perkawinan. Begitupula para pihak yang berhak
menggunakan atau mengajukan pembatalan tidak terbatas pada suami

atau istri saja.

F. Metode Penelitian
Agar mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian dalam
penyusunan skripsi ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang

terkait sebagai berikut :

12



1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian
kepustakaan (library research) dengan menggali data-data yang berasal
dari dokumen-dokumen berupa buku-buku, undang-undang maupun
putusan pengadilan.
2. Pendekatan penelitian

a. Yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan
berdasarkan pada tata aturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia atau dengan pendekatan masalah yang diteliti, yakni
dengan mengetahui perkara putusnya perkawinan karena istri
murtad, dengan menganalisa pertimbangan yang digunakan Hakim
dan putusannya.

b. Normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan
mendasarkan pada hukum Islam, yang mengarah pada persoalan
yang telah ditetapkan, yang berdasar atas objektifikasi teks Al-
Qur’an dan Hadis atau dengan pendekatan terhadap masalah yang
diteliti, yakni dengan mengetahui perkara putusnya perkawinan
karena istri murtad, dengan’'menganalisa pertimbangan yang

digunakan Hakim dan putusannya.

3. Sumber data
Penyusun menggunakan dua bahan hukum dalam melengkapi

penelitian ini, yakni bahan hukum primer dan sekunder.

a. Bahan hukum primer
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Bahan hukum primer ini diperoleh dari hasil putusan
Pengadilan Agama Klaten, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan melalui
penelaahan terhadap buku-buku, jurnal, peraturan hukum positif

dan sumber-sumber pustaka lainnya.

4. Teknik pengumpulan data
Suatu penelitian pasti membutuhkan data yang lengkap, dalam
hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki
validitas dan rehabilitas yang cukup tinggi. Di dalam penelitian ini

menggunakan jenis teknik dalam pengumpulan data yaitu :

a. /Studi: pustaka yaitu' teknik pengumpulan data dengan tinjauan
pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan
tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang
sedang dilakukan.

b. Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa

dokumen. Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di
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Pengadilan Agama Klaten dan juga buku-buku tentang pendapat,
teori, hukum-hukum serta hal-hal yang sifatnya mendukung dalam

penyusunan skripsi ini.

5. Analisis data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam
bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang
diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan cara berfikir
metode induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-
peristiwa khusus, digunakan sebagai dasar untuk membuat kesimpulan
yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk menyimpulkan dasar
dan pertimbangan Majelis Hakim tentang putusnya perkawinan karena
istri murtad yang terjadi di Pengadilan Agama Klaten Nomor
0679/Pdt.G/2020/PA.KIt, kemudian dari data yang diambil suatu
kesimpulan untuk memperoleh pemahaman yang utuh tentang

pembahasan objek yang diteliti.

G. Sistematika pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan yang digunakan

akan dibagi dalam beberapa bab secara tersusun adalah sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan untuk mengantarkan
pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis serta menjadi
pijakan yang kokoh dalam mencari jawaban dari pokok masalah. Bab ini

terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan
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penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan
sitematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang

akan dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua membahas tinjauan umum tentang murtad sebagai alasan

putusnya perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam.

Bab ketiga berisikan data lapangan yang meliputi prosedur
penyelesaian cerai talak, tata tertib persidangan, putusan Hakim,
pertimbangan Hakim, dan dasar hukum putusan Hakim yang terjadi di

Pengadilan Agama Klaten.

Bab keempat berisikan analisis terhadap perkara putusnya
perkawinan karena istri murtad di Pengadilan Agama Klaten, yang meliputi:
pertimbangan Hakim dalam memutus perkara putusnya perkawinan karena

istri murtad di Pengadilan Agama Klaten dan akibat hukumnya.

Bab Kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan atas
penulisan skripsi ini dengan dilengkapi daftar pustaka dimaksudkan untuk
memberikan daftar dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam

penyusunan skripsi:
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan dalam skripsi ini, maka
penyusun menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara putusnya
perkawinan karena istri murtad yang terjadi di Pengadilan Agama
Klaten pada Putusan perkara Nomor 0679/Pdt.G/2020/PA.KIt. Bukti
tertulis dan keterangan saksi yang juga diajukan Pemohon dalam
persidangan, dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon satu
dengan yang lainnya saling sesuai dengan diperolehnya fakta hukum
menyatakan Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami
istri yang sah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Kemudian diketahui
bahwa Termohon kembali ke agamanya yang semula dianutnya yaitu
agama Kristen, bahkan mengajak anak-anaknya beribadah di gereja dan
pernah melarang anak pertamanya untuk pergi mengaji. Kemudian sikap
Termohon yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa
Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan
demikian dalil permohonan Pemohon tersebut benar adanya. Walaupun
dalam petitum primair Pemohon memohon agar Majelis Hakim
mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu ra; i
kepada Termohon. Namun karena terbukti bahwa Termohon keluar dari

Agama Islam dan kembali lagi ke agama Kristen yang berakibat
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rusaknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka Majelis
Hakim mengesampingkan tuntutan Pemohon. Majelis Hakim dengan
segala pertimbangannya menjatuhkan putusan fasakh dan verstek.
Majelis Hakim memutus diluar permohonan Pemohon karena Hakim
memiliki hak khusus dalam menyelesaikan perkara cerai talak di
Pengadilan Agama, yaitu hak ex officio yang berarti hak karena jabatan.
Hakim karena jabatannya atau secara ex officio dapat memutuskan suatu
perkara lebih dari apa yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut
oleh para pihak yang berperkara.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan fasakh yaitu membatalkan
akad nikah secara mutlak. Hal ini menandakan bahwa hubungan antara
keduanya putus secara hukum dan tidak ada lagi ikatan atau hubungan
khusus. Apabila sampai pada masa iddah, istri belum taubat, maka tidak
boleh rujuk atau menikah akad baru. Akibat lain dari fasakh yaitu : istri
tidak mendapat nafkah, kedudukan anak tetap sebagai anak sah,

kewajiban mengasuh anak; harta bersama dibagi secara adil.

B. Saran - saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis™ uraikan di atas,

selanjutnya penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut :

1.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten harus berpegang teguh
sumber hukum Islam dan hukum acara peradilan yang ada, harus
cermat, teliti memeriksa perkara sehingga di persidangan Majelis

Hakim dapat melihat apakah Pemohon dapat membuktikan dalil
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gugatannya atau tidak. Jika Pemohon dapat membuktikan, maka
Majelis Hakim mengabulkan gugatan Pemohon dan tidak merugikan
salah satu pihak.

Bagi masyarakat umum yaitu seorang non muslim yang hendak masuk
ke agama Islam, jangan sekedar terpenuhi syarat perkawinan secara
Islam untuk melangsungkan perkawinan. Tetapi didasari rasa cinta
pada pasangannya dan keinginan memperdalam pengetahuan Islam
dengan membangun rumah tangga berpondasi Islam serta tetap
mempertahankan rumah tangga bagi keutuhan keluarga, anak dan nilai

keimanan agama Islam.
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